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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
memahami pengaturan hukum terhadap pelaku
aborsi illegal menurut hukum pidana di Indonesia
dan untuk mengetahui dan  memahami
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
aborsi ilegal menurut hukum pidana Indonesia.
Dengan menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1.
Pengaturan hukum mengenai aborsi ilegal di
Indonesia menunjukkan bahwa negara
menempatkan hak hidup janin sebagai bagian dari
hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh
hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 28A
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap
orang untuk hidup, serta dalam Pasal 346 sampai
dengan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) yang secara eksplisit mengkriminalkan
tindakan aborsi yang dilakukan tanpa alasan
medis yang sah. Pengaturan ini menegaskan
fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan
terhadap kehidupan dan moralitas publik. 2.
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
aborsi ilegal didasarkan pada prinsip kesalahan
(schuld) dan asas tiada pidana tanpa kesalahan
(geen straf zonder schuld). Berdasarkan Pasal 346
sampai dengan 349 KUHP, pelaku vyang
melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu
melakukan aborsi dapat dikenakan pidana penjara
dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan
dan niatnya. Prinsip ini memastikan bahwa
hukuman dijatuhkan hanya kepada pihak yang
benar-benar bertanggung jawab atas perbuatan
pidana yang disengaja melanggar hukum.

Kata Kunci : aborsi ilegal

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Aborsi di Indonesia merupakan isu yang sarat
dengan sensitivitas sosial, agama, dan hukum,
namun berhadapan dengan realitas kesehatan
reproduksi yang kompleks. Meskipun dilarang
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secara umum, praktik aborsi ilegal tetap marak,
seringkali dilakukan dalam kondisi tidak aman
(unsafe abortion) yang membahayakan nyawa
perempuan. Data Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan
organisasi kesehatan memperkirakan ratusan ribu
aborsi terjadi setiap tahunnya di Indonesia,
dengan proporsi signifikan dilakukan secara ilegal
dan tidak aman.® Fenomena ini menimbulkan
dilema hukum dan etika yang mendalam, antara
perlindungan hak hidup janin, hak kesehatan
reproduksi perempuan, dan penegakan norma
hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjadi
landasan normatif tertinggi. Pasal 28A menjamin
hak hidup setiap orang. Pasal 28H Ayat (1)
menegaskan hak setiap orang untuk hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan.®
Konstitusi meletakkan dasar ganda: perlindungan
terhadap kehidupan (termasuk potensi kehidupan
janin) dan jaminan atas hak kesehatan, termasuk
kesehatan reproduksi perempuan. Ketegangan
antara kedua hak fundamental ini menjadi inti
perdebatan hukum dan etika seputar aborsi dan
pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Terdapat ketegangan mendasar antara
perlindungan perempuan sebagai korban (dari
perkosaan, tekanan sosial, kondisi kesehatan
darurat) dengan prinsip pemidanaan yang melihat
perbuatan aborsi ilegal sebagai tindak kejahatan.
Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A.
mengkritik: "Kriminalisasi terhadap perempuan
yang melakukan aborsi, terutama korban
perkosaan atau korban kegagalan sistem
kesehatan  reproduksi,  merupakan  bentuk
victimization ganda (double victimization) yang
tidak adil dan melupakan akar masalah sosial."’
Pendekatan hukum pidana yang represif tanpa
disertai pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan
dukungan psikososial dianggap kontraproduktif.®

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RKUHP) yang telah disahkan namun
masih menunggu penetapan peraturan pelaksana,
mencoba mengonsolidasikan pengaturan aborsi,
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dimana dalam Pasal 470-474 RKUHP: Pada
dasarnya mengadopsi pasal-pasal KUHP lama
(Pasal 299, 346-349) dengan redaksi yang sedikit
diperbarui.® Pengecualiannya yakni merujuk pada
ketentuan khusus dalam undang-undang (UU
Kesehatan), mengakui pengecualian yang diatur
di luar KUHP. RKUHP belum secara substantif
menyelesaikan  ketegangan  mendasar  dan
hambatan akses aborsi legal.

Contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia
yaitu Kasus Klinik Aborsi llegal di Jakarta Timur
(Perempuan Pasien & Bidan) dengan Putusan PN
Jakarta Timur No. 732/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim
yang sudah berkekuatan hukum tetap. Fakta
Kasus yang terjadi bahwa seorang perempuan
(inisial "D"™) hamil 15 minggu menggugurkan
kandungan di klinik ilegal milik bidan "S" dengan
bayar Rp 7 juta. Prosedur dilakukan tanpa indikasi
medis/perpindaan. Dalam perkara ini tuntutan
Jaksa terhadap "D" (Perempuan): Pasal 346
KUHP (menggugurkan kandungan sendiri) Pidana
1 tahun penjara dan kepada Bidan inisial "S":
Pasal 349 KUHP (tenaga kesehatan membantu
aborsi) jo. Pasal 55 KUHP — Pidana 3 tahun
penjara. Putusan akhir dari perkara ini adalah "D":
Dipidana 8 bulan penjara (lebih ringan dari
tuntutan), dan seorang Bidan berinisial "S":
Dipidana 2 tahun 6 bulan penjara.*

Pertimbangan Hakim dalam  memutus
perkara ini adalah terhadap terdakwa 'D', meski
unsur Pasal 346 KUHP terpenuhi, majelis
mempertimbangkan  keadaan  psikologisnya
sebagai korban pemerkosaan yang tidak
dilaporkan karena tekanan keluarga. Namun,
hukum tetap harus ditegakkan sebagai efek jera.
Terhadap bidan 'S', perbuatan lebih berat karena
menyalahgunakan profesi dan mencari
keuntungan ekonomi dari tindakan ilegal.”

Pertanggungjawaban pidana sering Kkali
hanya melihat pada "perbuatan™ dan mengabaikan
"konteks" mengapa perbuatan itu dilakukan,
sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan
bagi pelaku yang sebenarnya juga adalah
korban."* Namun disisi lain, penegakan hukum
terhadap tenaga kesehatan pelaku aborsi ilegal
cenderung diskriminatif dan tidak konsisten.
Banyak praktik yang tidak terungkap, dan
penindakan sering kali hanya terjadi ketika ada
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laporan atau ketika terjadi komplikasi medis yang
berujung pada kematian.*?

Penerapannya dalam hal ini terjadi sebuah
kegagalan  regulasi.  Alih-alih  melindungi,
kerumitan aturan justru mendorong lebih banyak
perempuan ke jalur ilegal yang berbahaya.*®

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap
pelaku aborsi illegal menurut hukum pidana
di Indonesia?

2. Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana
terhadap pelaku aborsi ilegal menurut hukum
pidana Indonesia?

C. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku
Aborsi lllegal Menurut Hukum Pidana Di
Indonesia

Aborsi ilegal merupakan salah satu bentuk
kejahatan terhadap nyawa manusia yang
menimbulkan polemik etis, sosial, dan hukum.
Dalam konteks hukum pidana Indonesia, aborsi
termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap
nyawa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 299, 346,
347, 348, dan 349 KUHP secara tegas mengatur
larangan dan sanksi terhadap setiap orang yang
melakukan atau membantu terjadinya
pengguguran kandungan tanpa alasan yang
dibenarkan oleh hukum.*

Menurut Moeljatno, tindak pidana aborsi
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap jiwa
manusia yang belum lahir, karena tindakan
tersebut secara langsung menghilangkan potensi
kehidupan yang seharusnya dilindungi oleh
hukum.®™ Hukum pidana Indonesia memandang
janin sebagai subjek yang memiliki perlindungan
hukum tertentu, walaupun belum menjadi
manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, setiap
tindakan yang menyebabkan kematian janin tanpa

12 Dr. Ahmad Rofig, S.H., M.H, Penegakan Hukum terhadap
Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Tenaga
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Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan
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tentang Kesehatan), 2022, Jurnal Hukum dan Peradilan,
Volume 11, Nomor 3, him. 501-520.

14 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka
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alasan medis yang sah diperlakukan sebagai
bentuk pelanggaran hukum.

Pasal 346 KUHP mengatur bahwa seorang
wanita yang menggugurkan atau menyuruh orang
lain menggugurkan kandungannya dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Sementara itu, Pasal 347 dan 348 KUHP
mengatur ancaman pidana yang lebih berat bagi
orang lain yang melakukan atau membantu aborsi
tanpa izin atau tanpa persetujuan.’* Dengan
demikian, pengaturan pidana ini menunjukkan
adanya penegasan terhadap perlindungan hak
hidup sejak dini.

Sementara itu, Roeslan Saleh menekankan
bahwa hak hidup merupakan hak dasar yang
melekat pada setiap manusia, dan hukum pidana
berfungsi untuk melindungi hak tersebut dari
setiap bentuk ancaman yang disengaja maupun
tidak disengaja.’” Oleh karena itu, dalam konteks
aborsi  ilegal, negara berkewajiban untuk
menegakkan hukum secara tegas guna mencegah
tindakan yang bertentangan dengan nilai
kemanusiaan.

Namun demikian, hukum pidana tidak hanya
bersifat represif, melainkan juga memiliki fungsi
preventif. Barda Nawawi Arief menjelaskan
bahwa kebijakan hukum pidana (penal policy)
harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan
sosial yang lebih luas, di mana penegakan hukum
tidak sekadar memidana pelaku, tetapi juga
memperhatikan faktor penyebab sosial dan moral
dari tindak pidana tersebut.’® Dalam konteks
aborsi, faktor ekonomi, sosial, dan tekanan
lingkungan sering kali menjadi latar belakang
utama yang mendorong perempuan untuk
melakukan tindakan tersebut.

Selain KUHP, ketentuan mengenai aborsi
juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal
75 hingga 77, yang memberikan pengecualian
terhadap larangan aborsi apabila terdapat indikasi
kedaruratan medis atau kehamilan akibat
perkosaan yang dapat menyebabkan trauma
psikologis berat.'® Dengan demikian, hukum
kesehatan memberikan ruang terbatas bagi aborsi
yang dilakukan berdasarkan alasan kemanusiaan
dan medis.

Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan menegaskan
bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan
setelah melalui konsultasi dan penilaian oleh tim

16 KUHP Pasal 346-348.

7 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983,
him. 45.

18 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum
Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, him. 23.

19 YU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75.

ahli, serta dilaksanakan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi dan izin resmi.?
Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak
menutup kemungkinan adanya aborsi legal
sepanjang memenuhi syarat dan prosedur yang
ditetapkan, sehingga tidak dapat disamakan
dengan aborsi ilegal.

Menurut Andi Hamzah, perbedaan utama
antara aborsi legal dan ilegal terletak pada dasar
hukum dan motif pelaksanaannya.?* Aborsi yang
dilakukan berdasarkan pertimbangan medis,
seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu, tidak
dapat dipidana karena masuk dalam kategori
alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond).
Sebaliknya, aborsi yang dilakukan karena alasan
non-medis, seperti kehamilan tidak diinginkan,
termasuk perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, kasus
aborsi ilegal sering kali sulit dibuktikan karena
dilakukan secara tersembunyi dan tanpa saksi.
Banyak kasus baru terungkap setelah terjadi
komplikasi medis yang mengakibatkan kematian
ibu atau janin.?* Hal ini menunjukkan perlunya
pendekatan hukum yang lebih komprehensif,
tidak hanya menitikberatkan pada sanksi pidana,
tetapi juga pada edukasi hukum dan kesehatan
reproduksi.

Sementara itu, Sudarto berpendapat bahwa
pemidanaan terhadap pelaku aborsi tidak boleh
dilepaskan dari konteks moralitas dan nilai sosial
masyarakat.”® Dalam masyarakat Indonesia yang
religius, aborsi dipandang sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan norma agama dan budaya.
Oleh sebab itu, hukum pidana berperan sebagai
sarana untuk menjaga keseimbangan antara
moralitas publik dan perlindungan terhadap hak
asasi manusia.

Pengaturan pidana dalam KUHP vyang
menjerat pelaku aborsi ilegal menunjukkan bahwa
hukum pidana Indonesia masih berpijak pada
paradigma klasik, yakni menempatkan janin
sebagai objek perlindungan hukum yang mutlak.**
Namun, dalam perkembangan modern, beberapa
kalangan mengusulkan perlunya revisi terhadap
ketentuan tersebut agar lebih kontekstual dengan
perkembangan hak reproduksi perempuan dan hak
kesehatan.

Muladi mengemukakan bahwa hukum pidana
tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat

20 bid., Pasal 75 ayat (2).

2L Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP,
Jakarta: Sinar Grafika, 2014, him. 68.
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28 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni,
1997, him. 88.

2% Ibid., him. 90.



dan perkembangan nilai kemanusiaan universal.?®
Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan
pidana terkait aborsi, perlu diperhatikan prinsip
keseimbangan antara kepentingan individu dan
kepentingan umum. Penegakan hukum yang
terlalu kaku justru berpotensi menimbulkan
pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam tataran implementasi, aparat penegak
hukum harus mampu membedakan antara pelaku
utama, tenaga medis, dan pihak lain yang turut
serta dalam praktik aborsi ilegal.*® Pemidanaan
yang tepat sasaran akan memastikan efektivitas
hukum pidana dalam memberikan efek jera tanpa
mengabaikan prinsip keadilan.

Selain itu, hukum pidana juga mengenal asas
lex specialis derogat legi generali, di mana
ketentuan dalam UU Kesehatan dapat berlaku
sebagai aturan khusus yang mengesampingkan
KUHP dalam kasus tertentu.”” Artinya, dalam hal
aborsi dilakukan karena alasan medis, ketentuan
pidana dalam KUHP tidak berlaku sepanjang
prosedur hukum kesehatan telah dipenuhi.

Meski demikian, ketentuan pidana dalam
KUHP tetap menjadi dasar hukum utama dalam
menindak pelaku aborsi ilegal. Hal ini karena
KUHP  mengandung norma dasar Yyang
melindungi hak hidup sebagai bagian dari hak
konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28A UUD
NRI Tahun 1945.% Hak hidup tersebut tidak dapat
dikurangi oleh siapa pun, termasuk oleh ibu yang
mengandung.

Kasus-kasus aborsi ilegal yang terjadi di
berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa
faktor ekonomi dan sosial sering kali menjadi
pemicu utama.®® Misalnya, pada kasus yang
diungkap oleh Kepolisian di Jawa Barat tahun
2022, praktik aborsi dilakukan oleh oknum tenaga
kesehatan tanpa izin dengan alasan membantu
perempuan yang hamil di luar nikah. Peristiwa
semacam ini menunjukkan masih lemahnya
pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana,
keberadaan sanksi tegas terhadap pelaku aborsi
ilegal berfungsi untuk melindungi nilai-nilai
kehidupan dan mencegah penyalahgunaan profesi
medis.®® Namun, penegakan hukum yang represif
harus disertai dengan kebijakan sosial yang

% Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi
Hukum di Indonesia, Jakarta: Habibie Center, 2002, him.
76.

% bid., him. 78.

27 YU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 77.

2 JUD NRI Tahun 1945, Pasal 28A.

2 | aporan Polri, Kasus Aborsi llegal di Jawa Barat Tahun
2022, him. 4.

% Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan
Kebijakan Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005,
him. 102.

adaptif, agar tidak menimbulkan kriminalisasi
terhadap korban keadaan.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki
peran penting dalam menafsirkan unsur-unsur
tindak pidana aborsi dan menentukan batas antara
aborsi legal dan ilegal.*! Penafsiran yang adil dan
proporsional sangat diperlukan agar hukum
pidana tidak kehilangan fungsi humanistiknya.

Pada akhirnya, pengaturan hukum terhadap
pelaku aborsi ilegal merupakan bentuk tanggung
jawab negara dalam melindungi kehidupan
manusia sejak awal.*> Namun, penerapannya
harus tetap memperhatikan dimensi kemanusiaan
dan keseimbangan antara hak ibu dan hak janin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
pengaturan hukum terhadap aborsi ilegal di
Indonesia  bersifat  komprehensif, mencakup
norma pidana dalam KUHP, ketentuan khusus
dalam UU Kesehatan, serta prinsip hak asasi
manusia dalam Kkonstitusi.** Reformulasi dan
harmonisasi antarperaturan menjadi penting agar
hukum pidana tidak hanya bersifat menghukum,
tetapi juga melindungi dan mencegah secara
efektif.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), ketentuan mengenai aborsi juga diatur
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 sampai
dengan Pasal 77, yang secara tegas melarang
setiap orang melakukan aborsi dengan alasan apa
pun, kecuali untuk keadaan darurat medis atau
korban perkosaan.®* Ketentuan ini mempertegas
posisi hukum negara dalam melindungi hak hidup
janin sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan
memberikan pengecualian yang sangat terbatas
terhadap larangan aborsi, yaitu apabila terdapat
indikasi kedaruratan medis yang mengancam
nyawa ibu atau janin, serta apabila kehamilan
terjadi akibat perkosaan dan dikhawatirkan
menimbulkan ~ trauma  psikologis  berat.®
Pengecualian ini mencerminkan penerapan asas
proporsionalitas dalam hukum pidana yang
menyeimbangkan antara perlindungan kehidupan
dan hak reproduksi perempuan.

Ketentuan mengenai aborsi juga diatur lebih
lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang
memperjelas prosedur pelaksanaan aborsi sesuai

31 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, him. 152.

2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit., him. 121.

% Ipid., him. 123.

% Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, Pasal 75 ayat (1)—(2).

% |bid., Pasal 75 ayat (2).



syarat medis dan etika.®*® PP ini menetapkan
bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga
kesehatan tertentu di fasilitas kesehatan yang
ditunjuk oleh pemerintah.

Dari segi kebijakan hukum  pidana,
pengaturan aborsi ilegal merupakan bagian dari
kebijakan perlindungan hukum terhadap hak
hidup yang dijamin oleh Pasal 28A UUD NRI
Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap
orang berhak untuk hidup serta mempertahankan
kehidupannya.*” Hak ini juga ditegaskan dalam
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan
bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).

Dalam konteks hukum pidana, larangan
aborsi ilegal dapat dipandang sebagai bentuk
protection by criminal law, di mana hukum pidana
dijadikan alat untuk melindungi kepentingan
hidup manusia yang paling dasar, yaitu kehidupan
itu sendiri.*®® Barda Nawawi Arief menyebutkan
bahwa hukum pidana memiliki fungsi melindungi
nilai-nilai sosial yang dianggap penting dan vital
dalam masyarakat.*

Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP menjadi
dasar utama pengaturan tindak pidana aborsi di
Indonesia. Pasal 346 KUHP menegaskan bahwa
seorang perempuan yang dengan sengaja
menggugurkan atau mematikan kandungannya
diancam pidana penjara paling lama empat
tahun.** Sementara Pasal 347 dan Pasal 348
mengatur pidana yang lebih berat apabila tindakan
aborsi dilakukan oleh orang lain atau dengan
bantuan tenaga medis.**

Menurut Moeljatno, delik aborsi termasuk
dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, karena
objek yang dilindungi oleh hukum adalah hak
hidup janin yang telah terbentuk.* Artinya,
walaupun janin belum lahir, ia dianggap sebagai
subjek perlindungan hukum terhadap nyawa
manusia.

Dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal
KUHP tersebut tidak jarang menimbulkan
perdebatan, terutama dalam menentukan kapan
kehidupan manusia dianggap dimulai. Sebagian
kalangan berpendapat bahwa kehidupan dimulai
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sejak pembuahan, sedangkan pandangan medis
tertentu menyatakan sejak janin menunjukkan
aktivitas vital.** Perdebatan ini memengaruhi
batas moral dan yuridis dalam penegakan hukum
terhadap aborsi.

Secara teoritis, pembentuk undang-undang
menempatkan larangan aborsi sebagai bentuk
protection of morality, yaitu upaya negara
menjaga nilai-nilai moral masyarakat.** Dengan
demikian, pengaturan hukum terhadap aborsi
tidak hanya berbasis perlindungan hukum
terhadap janin, tetapi juga menjaga tatanan moral
publik yang menjadi dasar sistem hukum nasional.

Selain sanksi pidana, terdapat pula ketentuan
administratif bagi tenaga medis yang melanggar
prosedur aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal
80 UU Kesehatan, yaitu pencabutan izin praktik
dan sanksi disiplin.** Hal ini menunjukkan bahwa
negara tidak hanya menegakkan hukum melalui
instrumen pidana, tetapi juga melalui instrumen
administratif.

Menurut Muladi, pengaturan hukum pidana
harus memperhatikan  keseimbangan antara
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.*
Dalam konteks aborsi, ketiganya sering Kkali
berada dalam posisi yang saling menegangkan
antara perlindungan kehidupan janin dan
penghormatan  terhadap  hak  reproduksi
perempuan. Oleh karena itu, pengaturan hukum
pidana harus disertai pendekatan kebijakan
(policy-oriented approach).

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa
kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan
dari konteks sosial.*” Dalam masyarakat Indonesia
yang religius, aborsi masih dianggap sebagai
tindakan amoral dan pelanggaran terhadap nilai
agama. Oleh karena itu, kebijakan hukum
nasional dalam  mengatur  aborsi  juga
mempertimbangkan aspek moral religius sebagai
dasar legitimasi sosial.

Namun, seiring perkembangan zaman dan
meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia,
muncul gagasan agar hukum pidana memberikan
ruang untuk kondisi tertentu di mana aborsi tidak
lagi sepenuhnya dikriminalisasi.*® Konsep ini
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dikenal sebagai conditional criminalization, yakni
kriminalisasi yang disertai dengan pengecualian
berdasarkan keadaan medis dan sosial tertentu.

Meskipun demikian, pembentuk undang-
undang tetap menekankan bahwa aborsi tanpa
dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran
berat terhadap hukum pidana.*® Oleh karena itu,
penerapan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal
harus dilakukan secara  konsisten  untuk
memberikan efek jera sekaligus memperkuat
kepastian hukum.

Aborsi secara umum dapat diartikan sebagai
pengakhiran kehamilan sebelum janin mampu
hidup di luar kandungan. Dalam perspektif hukum
pidana Indonesia, aborsi memiliki dua bentuk
yaitu aborsi yang legal (diperbolehkan secara
hukum) dan aborsi yang ilegal (dilarang serta
dapat dikenakan sanksi pidana). Aborsi legal
diakui dalam kondisi-kondisi tertentu yang
ditetapkan undang-undang, sedangkan aborsi
ilegal merupakan  tindakan  pengguguran
kandungan tanpa dasar hukum atau tidak sesuai
dengan prosedur medis yang sah. Pengaturan
hukum terkait hal ini dimuat dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, khususnya Pasal 75 ayat (2) yang
menyebutkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan
karena indikasi kedaruratan medis atau kehamilan
akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma
psikologis berat bagi korban.*

Sementara itu, aborsi ilegal adalah segala
bentuk pengguguran kandungan yang dilakukan di
luar ketentuan hukum, baik dilakukan oleh tenaga
medis tanpa izin maupun oleh orang yang tidak
memiliki kompetensi medis. Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas
melarang tindakan aborsi tanpa alasan yang sah
dalam Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP, yang
mengatur  pidana bagi  perempuan  yang
menggugurkan kandungannya sendiri, bagi orang
yang membantu, serta tenaga medis yang
melakukan aborsi tanpa izin. Ketentuan tersebut
menegaskan bahwa negara memandang janin
sebagai subjek hukum yang harus dilindungi,
sehingga aborsi tanpa dasar hukum dianggap
sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup
janin.>*

Perbedaan mendasar antara aborsi legal dan
ilegal tidak hanya terletak pada aspek hukum
formal, tetapi juga pada proses dan tujuan

4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, Pasal 194.

% Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Pasal 75 ayat (2).

% Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal
346-349.

dilakukannya tindakan medis tersebut. Aborsi
legal dilaksanakan berdasarkan prosedur yang
ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, di
mana pelaksanaan aborsi harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan, di fasilitas pelayanan kesehatan
tertentu yang ditunjuk pemerintah, serta melalui
konseling sebelum dan sesudah tindakan.
Sebaliknya, aborsi ilegal biasanya dilakukan tanpa
pengawasan medis, sering kali di tempat yang
tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga
menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan
ibu dan melanggar prinsip hak atas kesehatan
yang dijamin dalam konstitusi.**

Dengan demikian, pengaturan mengenai
aborsi legal dan ilegal mencerminkan upaya
hukum Indonesia untuk menyeimbangkan antara
perlindungan hak hidup janin dan hak reproduksi
perempuan. Negara tidak serta-merta melegalkan
aborsi, tetapi memberikan ruang hukum terbatas
demi melindungi keselamatan ibu dan korban
perkosaan. Pendekatan ini menunjukkan prinsip
proportionality dalam  hukum pidana dan
kesehatan, di mana hukum berfungsi sebagai
sarana untuk menegakkan keadilan substantif.
Oleh sebab itu, setiap tindakan aborsi harus
berada dalam koridor hukum yang sah agar tidak
berimplikasi pada sanksi pidana dan pelanggaran
terhadap nilai kemanusiaan sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun
1945

Dengan  demikian, pengaturan  hukum
terhadap pelaku aborsi ilegal di Indonesia
menunjukkan adanya keseimbangan antara nilai
moral, medis, dan hukum. Regulasi tersebut
menegaskan bahwa meskipun hak perempuan
dihormati, negara tetap memiliki kewajiban
konstitusional untuk melindungi hak hidup setiap
manusia sejak dalam kandungan.>*

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Aborsi llegal Menurut Hukum
Pidana Indonesia
Pertanggungjawaban pidana merupakan inti

dari hukum pidana yang menentukan apakah

seseorang dapat dipidana atas perbuatannya.

Dalam konteks tindak pidana aborsi ilegal,

pertanggungjawaban pidana muncul ketika

seseorang melakukan tindakan penghentian
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kehamilan tanpa alasan yang dibenarkan oleh
hukum. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal
346 sampai dengan Pasal 349 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) vyang
menyebutkan bahwa setiap perempuan Yyang
dengan sengaja menggugurkan kandungannya
atau menyuruh orang lain untuk itu, dapat dijatuhi
pidana penjara.>

Pertanggungjawaban ~ pidana  menuntut
adanya unsur kesalahan (mens rea) dan perbuatan
melawan hukum (actus reus). Dalam hal aborsi
ilegal, pelaku tidak hanya bertanggung jawab atas
tindakan fisik menggugurkan kandungan, tetapi
juga atas niat dan kesadarannya dalam melakukan
perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, seseorang
baru dapat dipertanggungjawabkan apabila
perbuatannya dilakukan dengan kesalahan yang
berupa kesengajaan atau kealpaan.®

Dalam praktik hukum pidana Indonesia,
terdapat tiga kategori pelaku aborsi ilegal, yaitu:
perempuan yang melakukan aborsi  atas
kandungannya sendiri, pihak yang membantu atau
menyuruh, dan tenaga medis yang melaksanakan
tindakan tersebut tanpa izin atau alasan hukum
yang sah. Ketiganya  dapat  dimintai
pertanggungjawaban pidana dengan derajat
kesalahan yang berbeda.”’

Pertanggungjawaban pidana tenaga medis
dalam kasus aborsi ilegal memiliki kompleksitas
tersendiri. Dalam beberapa kasus, dokter atau
bidan melakukan aborsi atas dasar kemanusiaan,
misalnya ketika nyawa ibu terancam. Namun,
apabila tindakan tersebut tidak memenuhi syarat-
syarat dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka
tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai
tindak pidana.®®

Menurut Sudarto, dalam sistem hukum
pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana
tidak hanya menilai akibat dari suatu tindakan,
tetapi juga moralitas dan kesadaran hukum
pelaku. Oleh karena itu, dalam kasus aborsi ilegal,
hakim perlu menilai sejauh mana pelaku
memahami akibat perbuatannya serta motivasi di
balik tindakan tersebut.*®

% R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
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Politeia, Bogor, 1996, him. 254.

% Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta,
Jakarta, 2002, him. 64.

 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta,
Jakarta, 2008, him. 121.

% Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Pasal 75-76.

% Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
1986, him. 56.

Sementara itu, Leden Marpaung berpendapat
bahwa tanggung jawab pidana tidak dapat
dipisahkan dari asas kesalahan. Tanpa adanya
kesalahan, tidak mungkin dijatuhkan pidana.
Dalam konteks aborsi ilegal, hal ini berarti
seseorang tidak dapat dipidana jika tindakannya
dilakukan dalam keadaan darurat medis dan
sesuai dengan prosedur hukum.®

Dalam beberapa kasus, perempuan yang
melakukan aborsi bukan karena niat jahat
melainkan karena tekanan sosial, ekonomi, atau
kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan dilema
hukum antara kepastian hukum dan rasa keadilan.
Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku aborsi ilegal perlu
mempertimbangkan asas ultimum remedium,
yaitu bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan
sebagai upaya terakhir.®*

Konsep ultimum remedium penting untuk
mencegah  kriminalisasi  berlebihan terhadap
perempuan. Dalam perspektif hukum modern,
perlindungan  terhadap  hak-hak  reproduksi
perempuan harus diimbangi dengan tanggung
jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, sistem
hukum pidana Indonesia harus menyeimbangkan
antara norma moral, kepentingan masyarakat, dan
hak individu.®

Selain pelaku langsung, hukum pidana juga
mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap
pihak-pihak yang membantu atau menyuruh
melakukan aborsi. Berdasarkan Pasal 55 KUHP,
seseorang dapat dihukum apabila ia turut serta
atau menyuruh orang lain melakukan kejahatan.
Dengan demikian, dalam kasus aborsi ilegal,
pihak yang membantu tetap dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum.®®

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
aborsi ilegal juga berkaitan dengan pembuktian
unsur kesalahan. Jaksa harus dapat membuktikan
adanya niat atau kesengajaan dalam melakukan
aborsi. Dalam praktiknya, pembuktian ini sering
kali sulit dilakukan karena aborsi kerap dilakukan
secara tersembunyi.®

Penerapan pidana terhadap pelaku aborsi
ilegal menunjukkan bahwa negara berupaya
melindungi hak hidup janin. Namun, dalam
konteks hak asasi manusia, hal ini juga perlu
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dilihat secara proporsional agar tidak melanggar
hak atas kesehatan perempuan.®

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya
memandang janin sebagai subjek perlindungan
hukum, meskipun belum memiliki status sebagai
“orang” dalam arti hukum perdata. Oleh karena
itu, setiap tindakan yang mengancam kehidupan
janin dianggap bertentangan dengan kepentingan
hukum yang dilindungi negara.®®

Terkait pertanggungjawaban pidana dokter
atau tenaga medis, Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur
bahwa setiap tindakan medis harus didasarkan
pada standar profesi dan etika kedokteran.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat
dikenakan sanksi pidana maupun administratif.®’

Menurut Muladi, pengaturan pidana terhadap
aborsi ilegal bukan hanya bertujuan menghukum,
tetapi juga memberikan efek preventif agar
masyarakat menghargai kehidupan sejak awal
konsepsi. Hukum pidana dalam hal ini berfungsi
sebagai sarana pengendalian  sosial yang
menegakkan nilai-nilai moral dan etika publik.®®

Penerapan pertanggungjawaban pidana juga
harus memperhatikan unsur keadilan substantif.
Misalnya,  dalam  kasus  aborsi  akibat
pemerkosaan, penegak hukum perlu menilai latar
belakang dan kondisi psikologis pelaku. Hal ini
sesuai dengan prinsip equality before the law
sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.%

Selain sanksi pidana, pelaku aborsi ilegal
dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa pencabutan
izin praktik, sebagaimana diatur dalam Pasal 80
UU Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa
hukum pidana tidak hanya berorientasi pada
penghukuman individu, tetapi juga pada
perlindungan masyarakat dari praktik medis
ilegal.”

Dalam konteks pembaharuan hukum, perlu
adanya diferensiasi antara aborsi yang dilakukan
karena keadaan medis dengan aborsi ilegal.
Negara harus memastikan bahwa setiap
penegakan hukum mencerminkan keseimbangan
antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan
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keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav
Radbruch.™

Selain itu, Barda Nawawi Arief menegaskan
pentingnya pendekatan  kebijakan  kriminal
(criminal policy) yang tidak hanya represif, tetapi
juga preventif dan rehabilitatif. Dalam hal aborsi,
ini berarti perlunya peningkatan pendidikan
kesehatan reproduksi dan dukungan sosial bagi
perempuan agar tidak terjebak dalam praktik
aborsi ilegal.”

Oleh karena itu, tanggung jawab pidana
terhadap pelaku aborsi ilegal harus dilihat secara
komprehensif, tidak hanya dari aspek pelanggaran
hukum, tetapi juga dari sudut pandang sosial,
moral, dan kemanusiaan. Hal ini penting agar
sistem hukum pidana benar-benar mencerminkan
nilai keadilan substantif dalam masyarakat.”

Dengan  demikian, pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku aborsi ilegal di Indonesia
merupakan upaya negara untuk menjaga martabat
kemanusiaan dan melindungi hak hidup janin.
Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan
konteks sosial dan kemanusiaan agar tidak
menimbulkan ketidakadilan baru bagi perempuan
yang menjadi korban keadaan.”

Dalam praktik peradilan,
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
aborsi ilegal sering Kkali dikaitkan dengan
pembuktian niat atau motif di balik tindakan
tersebut.  Hakim  dalam  banyak  kasus
mempertimbangkan latar belakang sosial dan
psikologis pelaku sebelum menjatuhkan putusan.
Pendekatan ini mencerminkan asas individualisasi
pidana yang menuntut penyesuaian antara sifat
pelaku, perbuatannya, dan akibat yang
ditimbulkan.”

Pertanggungjawaban pidana juga menyentuh
persoalan hubungan antara hukum dan moralitas.
Tindakan aborsi ilegal, meskipun sering didorong
oleh tekanan sosial atau ekonomi, tetap dipandang
bertentangan dengan norma moral masyarakat
Indonesia yang menjunjung tinggi  nilai
kehidupan. Hukum pidana berfungsi tidak hanya
sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga untuk
menegakkan nilai-nilai moral kolektif."
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Dalam pandangan Hans Kelsen, tanggung
jawab pidana merupakan konsekuensi logis dari
pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.
Artinya, seseorang dianggap bertanggung jawab
bukan karena aspek moral, melainkan karena
pelanggaran terhadap sistem norma yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.’’

Namun, di Indonesia, pertanggungjawaban
pidana tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan
substantif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang
menjamin setiap warga negara berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil. Dalam konteks aborsi ilegal, hal
ini berarti bahwa penegakan hukum harus tetap
memperhatikan ~ dimensi  kemanusiaan  dari
pelaku.™

Dalam perspektif filsafat hukum,
sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller,
hukum yang baik tidak hanya mengatur perilaku,
tetapi juga mencerminkan moralitas internal
masyarakat. Oleh karena itu, ketika hukum pidana
menindak pelaku aborsi ilegal, hukum tersebut
harus mencerminkan  keseimbangan antara
keadilan dan belas kasih.”

Di sisi lain, muncul perdebatan mengenai
sejaun mana hukum pidana dapat memaksa
perempuan untuk mempertahankan kehamilan
yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini,
pertanggungjawaban pidana terhadap aborsi ilegal
harus mempertimbangkan hak atas privasi dan
otonomi tubuh sebagaimana dijamin dalam Pasal
28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.%

Dalam praktiknya, banyak kasus aborsi ilegal
yang tidak sampai ke pengadilan karena sulitnya
pembuktian. Hal ini menimbulkan tantangan besar
bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan
sanksi pidana. Keterbatasan bukti medis,
tertutupnya tindakan aborsi, serta kurangnya
pelaporan menjadi hambatan utama dalam
penegakan hukum.®

Sebagian kalangan berpendapat bahwa
kriminalisasi aborsi sepenuhnya tidak efektif
dalam menekan angka aborsi ilegal. Sebaliknya,
hal ini justru mendorong praktik aborsi tidak
aman yang membahayakan nyawa perempuan.
Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana terhadap
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University Press, Cambridge, 1945, him. 89.

™ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 28D ayat (1).

™ Lon L. Fuller, The Morality of Law, Yale University
Press, New Haven, 1964, him. 153.

8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 28G ayat (1).

8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, him. 203.

aborsi perlu diimbangi dengan kebijakan
kesehatan publik yang komprehensif.*

Dalam hal pertanggungjawaban pidana,
pelaku aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi
berdasarkan tingkat keterlibatannya. Dokter atau
tenaga medis yang melakukan aborsi tanpa izin
memiliki tanggung jawab pidana yang lebih berat
dibandingkan perempuan yang menjadi pasien,
karena mereka dianggap memiliki pengetahuan
dan kewenangan profesional.®®

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa hukum
pidana modern cenderung menerapkan
pendekatan restorative justice dalam kasus-kasus
yang melibatkan dilema moral dan sosial. Dalam
hal aborsi, pendekatan ini dapat digunakan untuk
menemukan keseimbangan antara penghukuman
dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan
yang menjadi korban keadaan.®

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
aborsi ilegal juga harus memperhatikan asas
proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman.
Hakim dituntut untuk mempertimbangkan berat
ringannya kesalahan, motif, serta akibat yang
ditimbulkan.  Dengan  demikian,  putusan
pengadilan dapat mencerminkan rasa keadilan
masyarakat.®

Selain aspek individu, pertanggungjawaban
pidana juga dapat dikenakan terhadap korporasi
apabila tindakan aborsi ilegal dilakukan oleh
klinik atau rumah sakit yang beroperasi di luar
ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 20 KUHP
dan doktrin corporate criminal liability, lembaga
atau badan hukum dapat dimintai
pertanggungjawaban jika kejahatan dilakukan
untuk kepentingan institusi.®

Dalam konteks perlindungan hukum, aborsi
ilegal mencerminkan kegagalan negara dalam
menyediakan akses kesehatan reproduksi yang
aman. Oleh karena itu, pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku harus diimbangi dengan
tanggung jawab negara dalam mencegah praktik
aborsi  berbahaya melalui pendidikan dan
penyuluhan kesehatan masyarakat.®’

8 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam
Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1994, him. 76.
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Kesehatan, Pasal 80.
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Sinar Grafika, Jakarta, 2007, him. 48.

8 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010, him. 131.

8 Maria Farida Indrati, llmu Perundang-Undangan: Jenis,
Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007,
him. 112.



Penegakan hukum terhadap aborsi ilegal juga
tidak boleh lepas dari pengawasan etik profesi
medis. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
(MKEK) berperan penting dalam memastikan
bahwa tenaga medis bertindak sesuai kode etik
dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk
kepentingan pribadi.®®

Dengan memperhatikan seluruh aspek di
atas, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
aborsi ilegal harus dilaksanakan secara hati-hati,
proporsional, dan humanis. Tujuan utama bukan
hanya menghukum, tetapi juga mendorong
perubahan perilaku masyarakat agar menghormati
nilai kehidupan dan hak reproduksi secara
seimbang.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai aborsi ilegal di
Indonesia  menunjukkan  bahwa negara
menempatkan hak hidup janin sebagai bagian
dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi
oleh hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal
28A Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak
setiap orang untuk hidup, serta dalam Pasal
346 sampai dengan 349 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara
eksplisit mengkriminalkan tindakan aborsi
yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah.
Pengaturan ini menegaskan fungsi hukum
pidana sebagai sarana perlindungan terhadap
kehidupan dan moralitas publik.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
aborsi ilegal didasarkan pada prinsip
kesalahan (schuld) dan asas tiada pidana tanpa
kesalahan (geen straf zonder schuld).
Berdasarkan Pasal 346 sampai dengan 349
KUHP, pelaku yang melakukan, menyuruh
melakukan, atau membantu melakukan aborsi
dapat dikenakan pidana penjara dengan
mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan
niatnya. Prinsip ini memastikan bahwa
hukuman dijatuhkan hanya kepada pihak yang
benar-benar  bertanggung  jawab  atas
perbuatan pidana yang disengaja melanggar
hukum.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat sinkronisasi
peraturan perundang-undangan antara KUHP,
UU Kesehatan, dan peraturan pelaksananya,
agar tidak terjadi tumpang tindih atau

8 Konsil Kedokteran Indonesia, Kode Etik Kedokteran
Indonesia (KODEKI), Jakarta, 2012, him. 23.

% gatjipto  Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang
Membebaskan, Kompas, Jakarta, 2009, him. 77.

kekosongan norma dalam penegakan hukum
terhadap aborsi ilegal. Selain itu, pembaruan
hukum  pidana harus  mengakomodasi
perkembangan  nilai-nilai  sosial, etika
kedokteran, dan  kemanusiaan, tanpa
mengurangi  penghormatan terhadap hak
hidup janin.

2. Perlu adanya penegasan norma dan pedoman
hukum yang lebih jelas mengenai kriteria dan
prosedur aborsi yang sah secara medis,
sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap
tenaga medis yang bertindak sesuai etika
profesinya. Pemerintah perlu memperkuat
regulasi teknis di bidang kesehatan reproduksi
agar aparat penegak hukum memiliki dasar
objektif dalam menentukan pelanggaran
pidana.
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